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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kekuatan pembuktian pada perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan 

dapat bergantung pada sejauh mana pihak dapat menyajikan bukti yang 

memadai seperti saksi, atau rekaman suara yang dapat memperkuat 

kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun perjanjian lisan memiliki 

keabsahan hukum, pihak-pihak yang terlibat harus berhati-hati dan 

memiliki bukti yang cukup untuk memperkuat klaim mereka di hadapan 

hukum. 

2. Penting untuk diingat bahwa bukti tertulis, seperti kontrak atau dokumen 

resmi, cenderung memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat 

dibandingkan dengan bukti lisan. Oleh karena itu pihak yang terlibat dalam 

perjanjian sebaiknya membertimbangkan untuk mendokumentasikan 

perjanjian secara tertulis agar memiliki kejelasan, kepastian, dan 

perlindungan hukum yang lebih kuat. Meskipun demikian hukum perdata 

mengakui keabsahan perjanjian lisan dan memberikan kerangka kerja 

untuk pembuktian yang memadai untuk kasus perjanjian lisan ini. 
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4.2 SARAN 

Saran-saran yang disampaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Para pihak yang terlibat dalam pinjam meminjam uang secara lisan 

sebaiknya memahami risiko yang mungkin timbul di masa depan, terutama 

terkait kesulitan pembuktian dalam pengadilan. Meskipun undang-undang 

tidak secara terus terang melarang perjanjian pinjam meminjam uang 

secara lisan, namun untuk transaksi dengan nominal yang signifikan, 

disarankan agar perjanjian tersebut dicatat dalam bentuk akta otentik. 

Tindakan ini akan membantu mempermudah proses pembuktian apabila 

terjadi sengketa di kemudian hari, mengingat sulitnya memberikan bukti 

konkret dalam perjanjian lisan. Dengan demikian, melibatkan akta otentik 

dapat menjadi langkah preventif yang cerdas untuk melindungi kedua 

belah pihak dari potensi masalah hukum yang dapat timbul. 

2. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk merumuskan peraturan 

perundang-undangan yang lebih spesifik mengenai perjanjian pinjam 

meminjam uang secara lisan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perjanjian 

semacam ini telah menjadi kegiatan umum di masyarakat. Dengan adanya 

regulasi yang lebih jelas dan terperinci, pemerintah dapat memberikan 

pedoman yang lebih pasti bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pinjam 

meminjam uang secara lisan. Regulasi yang spesifik dapat mencakup 

berbagai aspek, seperti ketentuan-ketentuan minimum yang harus ada 

dalam perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan 

hukum bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian, langkah ini dapat 

membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih terstruktur dan 

memberikan kejelasan bagi masyarakat yang melakukan perjanjian pinjam 

meminjam uang secara lisan. 
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